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K;\l'r\ l'}ENGAn\l'Al{

A sserl ammu' al ai kttm lv arahtnatu I I a h i wabarakatuh
puli dan syukur kanti panjatkarr kepacla Allah SWT 1,3119 telul.r melimpahkan rahnlat

dan hiclayah-Nya sehiigga Simposiun-r Nasiorial V Asosiasi Ilmttr,r'an Aclministrasi

Negara (AslAN) Tahun 2015 ini dapat terselen-e.gara dengan sukses.

Simposium Nasiolal V Asosiasi Ilniulvan Administrasi Negara (AslAN) Tahun 2015

merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakatt oleh Asosiasi Ilmurvan

Adntilistrasi Negara (AslAN) bekerjasanra dengan Jttrttsarl Ilr.tltt Administrasi

Ncgara- Irakulras lln-ru Sosial. llnivelsitas Negeri Padang clarr Instittrt Penlcnntahan

Daiam Negeri (IPDN) Kanrpus Sumatera Barat. beserla Pusat Kajian Pelavanat't

pr_rblik dan Per.nberda\,aap Nlasyarakat (Pus-P3N4) FIS tiNP. Sirrlpositrm ini c'likernas

clalarl lema: "./rrot,a.si cfutn Pentbthurtrttn Pcntcrinlcthcrtt Dctertrh l'lerutju'l-atu Kclolu

Pcntet-ittlultttn lndone.sitt y'ctng lluik. Dalunr pcrt,velerlggaraall pelllet'intalratt claerah,

banyak Pemerintah Daerah yang rnelakukan inovasi melaltri pengembangan

'"prog.u- inovasi daerah" clalam rangka memajukart daerah detn meningkatkan

keseiahteraal rakyat. Pacla gilirannva aneka inovasi ini sel'og,van1''a nlenjadi cikal

Uakat clan inspirasi bagi Pemerintah untuk dapat nlelaksanakan tata kelola

pemerintahan yaltg lebih baik cli segala level.

IJerclasarkan pen-rikiran tcrscbut. .lumsan llnttr Aclrllinistrasi Negara IrerkLrltus

llntu sosial Universitas Negeri Paclang bekerjasama detlgttrl Asosiasi llt-nttwatr

Admilistr.asi Negara (AslAN) clan Irrstitut Pemerintahan Dalarl Negeri Kanrptts

Sumatera Barat menyelenggarakan Simposir:tl Nasional. Bagi Asl.i\N simposittnl

nasional ini aclalah penyelenggaraalt yang ke-v kalinya. Perlekarlan penlbahasan

simposiun terdiri dari aspek kebijakan publik, manajemetr pemerintahan- keuangan

clap pembangunan. dan inasalah sosial dan politik claerah. I)engan sirlpositrn-r ini

ilihaiapkan te4aai wacana akaclentik clan diser.ninasi pen-rikiratl serta tukar metrukar

p.ngulo11u,-, cli kalangan para penrangku kepentingan (.slakcholtlers) adltlinistrasi

publik.
Simposilrn Nasional V AsIAN 'fahun 2015 ini cliharapkan nlanlprl tncnrberikatr

nranfaat clan konstribgsi lryata bagi kemajuan bangsa irti di rnasa rlrendatang- f)zrlanl

sinrposinm ini. alhamdullilah terkurnpul 3zt rnakalah I'ang clisr-rtrbangkarl oleh 48

oro,lg penulis dan telah direvieu, oleh tim reviervet'sena la-vak rtntttk masttk kc dalan]

proriaing Simposium Nasional V Asosiasi Ilt.nuuan Administrasi Negara (r\slAN)

tahr-rn 2015 dan telah clipersentasikan dalant empat kelonrpok sesi paralel sesuai

dengan sub-sub tema yang tersedia.
pada kesempatan ipi. kanii selaku ketua pelaksana ntenYanlpaikarr pellglrargaan

clal terima kasih ya6g sebesar-besarnya kepacla pirnpinan Universitas Negeri Paclar.rg,

pimpinan IPDN 
-Kantpus 

Sumatera Barat, pinrpinan Fakultas Ilmu Sosial llNP,

,"g.nup pinrpinan juiusan dan pimpinan prodi di Lingkungan FIS lJNP- tirl.r

,".,i"."Lr,-clan selur-nh panitia pelaksana yang telah berusalra menlaksit-t-talkan clan

hcker'lasanta dengan baik hingga terlaksanan)'a acara ini dcngan sttkses'

Wassalart-tu'alaikutr warahntatulah wabat'akattrh'

Padang. 7 r\gustus 2015

Panitia

Drs. Syamsir, M.Si., Ph.D
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ABSTRAK

Penelitian ini bernrjuen untuk mendapatkan gambaran tentang pemberdaya2n Pedagang Kaki Lima (PKL)
melalui kebijakan Pemko di Kota Payakumbuh, terutama yang berkaitan dengan: 1) implementasi program
bantuan perkuatan modal bagi PKL di Kota Payakumbub 2) tingkat keberhasilan program 6antuan perkuatan
modal bagi PKL di Kota Payakumbuh" dan 3) dampak program bantuan perkuatan modal terhadep tingkat
motivasi dan tingkat kepuasan PKL di Kota Payakumbuh. Penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan
kuantitatif dan kualitatif dan menggrurakan metode field research. Pengumpulan data dilakukan melalui
penyebaran angket, wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi pada beberapa instansi
pemerintahan dan para PKL di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Anslisis doto kuantitatif dilakrJ<an mclalui
analisis statistik deskriptif dalam bentuk frekuensi, persentase, dan mean (rata-rata). Sedangkan analisis data
kualitatif dilalorkan melalui interactive model of analysis. Hasil penelitian ini memrnjukkan bahwa: 1)
implementasi program bantuan perkuatan modal bagi PKL di Kota Payakumbuh terindikasi masih berada dalam
kategori "cukup baik"; 2) tingkat keberhasilan program bantuan perkuatan modal bagi PKL di Kota Payakumbuh
juga masih berada dalam kategori "cukup baik"; dan 3) dampak program bantuan perkuatan modal terhadap
tingkat motivasi dan tingkat kepuasan PKL di Kota Payakumbuh masih berada pada kategori cttkup tinggi,
walaupun dalam beberapa aspek terindikasi tinggi, bahkan dalam aspek-aspek tertentu ada pula yang terindikasi
rendoh.

Kata Kunci: Pedagang Kaki Lima (PKL), Perkuatan Modal, Pergerakan Modal, Tingkat Motivasi, Tingkat
Kepuasan

I. PEIYDAHIJLUAN

Perkembangan ekonomi yang ^enderung merosot
selama hampir tiga desawarsa ini di Indonesia telah
banyak menim[pll62a masalah dalam berbagai sektor
kehidupan masyarakat, termasuk kehidupan sosial
ekonomi masyarakat. Kesulitan memperoleh
pekerjaan dan kehilangan pekerjaan akibat PHK
merupakan kenyata2n yang banyak dirasakan oleh
masyarakat Indonesia. Pemecahan masalilh paling
sederhana yang muncul dari pemikiran sekelompok
masyarakat kecil untuk bertahan hidup adalah
menjadi pedagang dalam skala kecil dengan cara
menjajakan berbagai jenis barang dagangan,
makanan, atau minuman dalirm skala kecil.
Kelompok masyarakat ini yirng sekarang lebih
sering dikenal dengan sebutan l'}edagang Kaki t.ima
(PKL).

Profesi sebagai PKL menumg sangat
dilematis. Di satu sisi profcsi PKL merupakan
tempat menggantungkan harapan dan kebutuhan
hidup sehari-hari. Namun di sisi lain sebagai

aktifitas usaha yang menggunakan ruang publilq
onmg-orang yang berprofesi sebagai PKL seringkali
hanrs berhadapan dengan peraturan daerah setempat
yang pada rmumnya melarang orang berjualan di
tempat-tempat yang seharusnya digunakan oleh
masyarakat umum, seperti totoar dan badan jalan,
sehingga penyitaan dalam operasi penertiban oleh
petugas merupakan sesuatu yang sangat ditakuti tapi
tidnk bisa dihindari oleh PKL.

Menurut Mulyanto (2007), krisis ekonomi
yang berkepanjangan menyebabkan tingkat
pendapatan rnasyarakat di Jawa Tengah rnenumn
dan jumlah orang yang hidup di bawah garis
kemiskinan semakin meningkat. Krisis ekonomi
juga tclah menyebabkan penurunan produktivitas
perusahaan sehing,ga banyak terjadi pcmutusan
hubungan kerja dan akhirnya meningka&an
pengangguran. Untuk menanggulangi semakin
banya,lmya pengangguran, pemberdayaan sektor
infonnal, khususnya Pedagang Kaki l.ima (PKL),
sangat diperlukan. Meskipun kasus yang

l0l
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diungkapkan oleh Mulyanlo adalah rr)cngenai
kondisi di daerah Jawa Tengall namun boleh jadi
kasus dan kondisi yang sama juga terjadi di hampir
seluruh wilayah lndonesia, termasuk di Kota
Payakumbuh hovinsi Sumatera Barat.

Besamya potensi yanB terdapat di balik
pertumbuhan sektor informal selama ini, termasuk
PKL, belrrm terprediksi dengan baik. Sementara
permasalahan sel(or informal itu sendiri berkembang
seiring dengan kompleksitas migrasi dan urbanisasi
yang kian mening|<at dari hari ke hari. Di beberapa
kota besar PKL sering diidentikkan dengan masalah
kemacetan lalu lintas, karena kelompok pedagang ini
sering memanfaatkan frotoar sebagai media
berdagang. Kelompok ini pun seringkali diusir dzrr
dikejar petugas karena menggunakan lokasi
berdagang tidak sesuai dengan tata ruang perkotaan.
Akan tetapi, bagi sebagian kelompok masyarakat,
PKL justru menjadi solusi mereka karena
menyediakan harga lebih miring. Hal ini membuat
pembersihan usaha mikro itu di lokasi-lokasi stategis
menjadi kontroversial dilihat dari kaca mata sosial.

Pada satu sisi, beberapa tahun yang lalu,
Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan
UMKM telah menginstruksikan agar PKL diarahkan
dan dibina serta <iiberdayakan, karena dampaknya
terhadap perekonomian daerah dan nasional sangat
dahsyat. Namun di sisi lain keberadaan para PKL
menjadi tidak nyaman manakala pemerintah daerah
sudah mulai menerapkan kebijakan yang
menyangkut masalah tata kota dan keindahannya.
Selanjuthya, stigma negatif tentang keberadaan
sektor informal, dalam hal ini PKL, semakin kental
manakala muncul wacana keindahan kota, karena
kaiau dilihat dari segi estetika lingkungan
keberadaan PKL ini terkesan serrawut dan kumuh
serta dianggap mengganggu keindahan kota,
sehingga keberadaan PKL di berbagai kawasan perlu
digusur ke tempat lain.

Salah satu upaya unnrk mencari solusi dalam
mengatasi masalah PKL yang dilematis ini maka
Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan

UMKM (dulunya Kementerian Koperasi Perin-
dustian dan Perdagangan-pen) telah meluncurkan
progrirm Registrasi dan Bantuan Perkuatan Modal
bagi PKL di beberapa kota dan kabupaten di
provinsi Sumatera Barat, yang diikuti dengan
pembinaan para PKL dengan berbagai pelatihan
dalam pengembangan usaha (Dinas Koperasi dan
PKM Sumatera Barat, 2009). Namun dalam
implementasinya, program bantuan perkuatan modal
ini tidaklah seefektif yang diharapkan. Muncul
beberapa indikasi bahwa program ini kurang tepat
sasaran, kurang efektif, kurang efisien, dan kurang
optimal dalam mendorong keberhasilan PKI- dalam
berusaha, baik yang menyangkut dampak bantuan
perkuatan modal tersebut terhadap tingkat motivasi
PKL dalam berusaha maupun tingkat kepuasan PKL
terhadap program batrtuan tersebut.

i02

Program registrasi PKL dan pemberian
bantuan perkuatan modal PKL di provinsi Sumatera
Barat, termasuk di Kota Payakumbuh dimulai sejak
tahun 2008 sampai dengan 2014. Tujuan program
Rqgistrasi PKL tersebut antara lain: l)
Memberdayakan PKL melalui Koperasi sehingga
PKL yang dibina memiliki kepastian benrsaha; 2)
Meningkatnya penm Koperasi dalam pengembangan
serta pengelolaan sarana usaha PKL; 3) Memberikan
contoh/model bagi Pemerintah hovinsi dan

Kabupaten/I(ota dalam pengembangan sarana usaha
PKL melaluiKoperasi; dan 4) Mengevaluasi tingkat
perkembangan usaha (kemajuan usaha dapat
diukur). Namun untuk PKL Kota Payakumbuh
program pemberian perkuatan modal PI(L hanya
dilaksanakan tahun 2008, 2010,2011, dan 2013.
Sejalan dengan itu, pihak Pemko Payakumbuh juga
mulai memikirkan bagaimana supaya para PKL
dapat hidup secara lebih bermartabat dan dapat lebih
meningkatkan kesejahteraan hidup mereka

Berdasarkan pemikiran di atas maka
dipandang perlu unn* dilalnrkan suatu penelitian
yang akan mencoba menggali berbagai informasi
tentang dampak pemberian banruan perkuatan modal
terhadap tingkat motivasi dan kepuasan PKL di Kota
Payakumbuh serta mengetalui seberapa besar

tingkat persentase pergerakan modal PI(L yang telah
mendapatkan bantuan perkuatan modal tersebut.
Target penelitian ini adalah diperolehnya gambaran

awal tentang sejauhmana manfaat dan efektifitas
dari program perkuatan modal PKL yang diterapkan
pemerintah sshingga hal ini dapat menjadi bahan

evaluasi bagi instansi terkait dan sekaligus hasil
penelitian ini dapat menjadi basis bagi penelitian
lanjutan yang lebih mendalam dan mengarah pada

model pembinaan sumberdaya PKL sebagai tulang
punggung perekonomian bangsa. Dengan demikian,
melalui penelitian ini akan diungkapkan: I )
bagaimana implementasi program bantuan perkuatan
modal bagi PKL di Kota Payakumbuh?, 2)
bagaimana tingkat keberhasilan program bantuan
perkuatan modal bagi PKL di Kota Payakumbuh?,

dan 3) bagaimana dampak program bantuan
perkuatan modal terhadap tingkat motivasi dan

tingkat kepuasan PKL di Kota Payakumbuh?

2. TINJAUANKEPUSTAKAAN

Pedagang Kaki Lima (PIil) don Permasalohannya

Pedagang Kaki I-ima (PKL) adalah orang yang
melalrukan usaha dagang dan atau jasa, di tempat
umum, baik menggunakan atau tidak menggunakan
sesuafu, dalam melaksanakan kegiatan usaha

dagang. Tempat usaha PKL ada-lah tempat urnum,
yaitu tepi-tepi jalan umum, trotoar, dan lapangan

serta tempat lain di atas tanah yang bukan mili}mya
atau di atas tanah milik negara yang ditetapkan oleh
pemerintah kota. Sementara pendapat lain
menjelaskan, PKL adalah pedagang yang melakukan
usaha perdagangan informal dengan menggunakan
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lahan terbuka atau tertutup, sebagian fasilitas umum

yang dilentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai

tempat kegiatan usahanya baik dengan

menggunakan p€ralatan bergerak atau peralatan

bongkar pasang sesuai waktu yang telah ditentukan

(Mulyanto, 2007).
PKL adalah salah satu profesi atau pekerjaan

informal yang terdapat hampir di setiap kota dan di

setiap negara manapun. Menurut Bromley (dalam

Mulyanto, 2OO7), PKL merupakan kelompok tenaga

keda yang cukup banyak jumlahnya di sektor

informal. PKL pada umumnya self-employed,

artinya mayoritas PKL terdiri dari satu tenaga kerja'

Modal yang dimiliki relatif kecil dan terbagi atas

modal tetap dan modal kerja. Dana tersebut jarang

sekali dipenuhi dari lembaga keuangan resmi'

Biasanya PKL mendapatkan dana atau pinjaman dari

lembaga atau perorangan yang tidak resmi, atau

bersumber dai supplier yang memasok barang

dagangan kepada PKL. Sedangkan sumber dana dari

tabrmgan sendiri sangat sedikit- Ini berarti hanya

sedikit dari mereka yang dapat menyisihkan hasil

usahanya.
Disamping itu menunrt Mulyanto (2007)

PKL termasuk usaha kecil yang berorientasi pada

laba (profit) layaknya sebuah kewirausahaan

(entrepreneurship). PKL mempunyai cara tersendiri

dalam mengelola usahanya agar mendapatkan

keuntungan. PKL menjadi manajer tunggal yang

menanqani usahanya mulai dari perencanaan usaha,

menggerakkan usaha sekaligus mengontrol atau

men[endatikan usahanya. Padahal fimgsi-fimgsi

manajemen tersebut jarang atau tidak pernah mereka

dapati dari pendidikan formal- lvfanajemen usahanya

beidasartan pada pengalaman dan alur pikir mereka

yang otomatis terbennrk sendiri berdasarkan arahan

ilmu manajemen pengelolaan usaha. Hal inilah yang

disebut "learning by uperience" (belajar dari

pengalaman).
Kemampuan manajerial memang sangat

diperlukan PKL guna meningkatkan kinerja usaha

mereka. Namun selain itu motivasi juga sangat

diperlukan guna memacu keinginan para PKL rmtuk

mlngembangkan usahanya- Untrrk mewujudkan

p".6io.- FKL yaog produktif serta kemampuan

memberikan kontribusi kepada daerah atau kota,

maka perlu dilakukan pembinaan terhadap PKI'
dengan cara menciptakan kemitraan antara sektor

informal (PKL) dengan Pemerintah Kota'

Pembinaan ini antara lain bernrjuan untuk

memotivasi para PKL agar dapat mengembangkan

usahanya.
Disamping iht hasil penelitian tentang

faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan PKL
di Manahan Surakarta mengungkapkan bahwa ada

pengaruh antara modal usah4 jam kerja, lama usaha

dan- sikap usaha atau kewirausahaan terhadap

pendapatan PKL dan faktor modal usaha mcrupakan

iaktot yarg dominan mempengaruhi pendapatan'

Sementara hasil penelitian tentang pengaruh modal

usaha dan perilaku kewirausahaan terhadap laba

usaha PKL makanan dan minuman di pasar

Gemolong Kabupaten Sragen juga mengungkapkan

bahwa modal usaha dan perilaku kewirausahaan

berpengaruh positif terhadap laba usaha pedagang

k6cil makanan dan minuman di Pasar Gemolong

Sragen (Wardoyo, 2008). Sedangkan hasil penelitian

Diah Ayu Ardiyanti (2006) mengenai kehidupan

PKL dalam meraih keberhasilan mempertahankan

ekonomi keluarga (srudi kasus pedagang kaki lima

di Sekitar GOR Manahan Surakarta tahun 2005-

2006) juga mengungkapkan bahwa beberapa faktor

yang mempengaruhi keberhasilan usaha PKL di

sekitar GOR Manahan Kota Surakarta tahun 2006

antara lain terdiri dari faktor modal usaha,

persaingan yang memberikan motivasi unruk

mencapai keberhasilan, lokasi usaha yang smtegis,

dan faktor regulasi atau peraturan pemerintah .

Pembinaon PKL di Indonesio

Berbagei penelitian tentrng pembinrnn PKL telah

sering dilakukan di berbagai tempat ftawasan) di

lndonesia, baik di kota mzupun kabupaten- Berbagai

rekomendasi juga sudeh banyak yang ditawarkan'

Namun tidak banyak dari rekomendasi iru yang jitu
dan dapat memecahkan persoalan PKL dengan

optimal. Pembinaan PKL yang seringkali didasari

,iuu diikuti dengan pemberlakuan berbagai

peratunm oleh Pemerintah, baik dalam bennrk UU
maupun Perda atau Peraturan Gubernur, Bupati, dan

Walikota, teroyata tidak banyak yang mampu

mengatasi dan memecahkan masalah PKL, malah

setiogk ll semakin membuat pnra PKL menjadi

semakin termarjinalkan @inas Koperasi dan PKM

Sumatera Barat (2009)
Maria Sri Rahayu (2008) yang meneliti

tentang PKL di Lapangan Puputan Margarana

Denpasar menemukan bahwa ada beberapa alasan

mengapa para PKL menolak dan keberatan dengan

adanya relokasr, antara lain karena: l) tempat yang

disediakan untuk relokasi kurang sFateBis, 2) biaya

ss,6r3 lahan atau tempat terlalu mahal. Bertahannya

PKL di kawasan tersebut bukan semata-mata

dilalelkan unmk menentang kebijakan pemerintah

@erda) tetapi lebih disebabkan karena faktor pilihan

rasional yang harus diambil sehingga mereka bisa

tetap bertahan hiduP.

Selain iru M. Aminuddin Farick (200a) yang

mencliti tentanB implementasi Perda Propinsi DKI
Jakarta Nomor 5 'tahun l97E tentemg Pengaturan

Tempat dan Usaha serta Pembinaan PKL dalam

Wilayah DKI menemukan bahwa secara komulatif
kineda implementasi kebijakan Perda tersebut

misih rendah. I-Ial ini antara lain ditunjukkan oleh

faktor bantuan modal usaha bagi PKL tidak

terealisasi. Aminuddin Farick antara lain

merekomentlasikan harus adanya alokasi dana dan

penempatan aparat secara memadai dalam rangka

pembinaan PKL, serta perlu adanya pengaturan
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pelaksanaan dari setiap pasal dalam Perda No.5
Tahul 1978- Selain inr harus diberikar pemahaman
yatrg mendalam bagi para implementor di lapangan
bahwa PKL harus dipandang sebagai aset bangsa
dan modal pembangunan.

Selanjutnya Bambang Wahyu Sudarmadji
dan Sri Lestari Munajari (2005) berdasarkan
penelitiannya di Kawasan PKL di Kota Bogor
memberikan beberapa alternatif dalam penanganan
atau pembinaan PKL di Kota Bogor berdasarkan
pengelompokkan kawasan PKL. Beberapa indikasi
program penanganan dari setiap kelompok kawasan
PKL tersebut antara lain melalui program
pembinaon PKL yang terdiri dzri: l) Pembenrukan
Koperasi yang anggotanya para PI(L; 2)
Penambahan Modal usaha; 3) Pemberian insentif
reribusi; 4) Penyerasian lapak, dan e)Penyediaan
banruan sarana usaha.

Sementara itu Ika Praseryaningrum (2009)
dalam laporan penelitiannya rentang Identifikasi
Aktivitas PKL di Taman Seribu Lampu Kota Cepu
mengemukakan bahwa perrnasalahan utema PKL
di kota tersebut yaitu berkaitan dengan keberadaan
aktivitas PKL di malam hari. Keberadaan PKL ini
menjadi potensi bagi Taman Seribu Lampu sebab
memberikan keramaian bagi kawasa.n ini pada
malam hari. Di sisi lain aktivitas PI(L di taman
tersebut tidak tertuanB dalam rencana tata ruang.
Taman Seribu Lampu dalam rencana tata ruang
direncanakan unhrk memenuhi fasilitas olah raga
dan rekreasi kota dan ridak direncarakan sebagai
ruang aktivitas PKL.

Halomoan Tamba dan Saudin Sijabat (2006)
yang meneliti tentang PKL sebagai entreprenanr yzng
terabaikan juga membsikan bebsapa tawaran tenlang
pembrdayaan dan pembinaan pl(l-, antara lain
pemberdayaan FKL melalui koperasi dan melalui
kemitraan pemerintah dan swasta. Menurut mereka
PKL pada umumnya acoJltJl. self-employed, artinya
mayoiitas PKL t€rdiri dari satu tenaga kerja" Modal
yang rlimilki relatifkecil, dan terbagi atas modal tetap,
berupa ptralatan, dan modal kerja. Dana tersebut jarang
sekali dipenuhi dari lembaga keuangan resmi. Bi2sanya
PKL mendapatkan dana atau pinjaman dari lembaga
atau perorzmgan yang tidak resmi. Atau bersumber dari
supplier yang memasok barang dagangan kepada PKL.
Sedangkan sumber dana yang b€rasal dari tabrmgan
sendiri sangat sedikit. Ini berarti hanya sedikit dari
mereka yang dapat menyisihkan hasil usahanya- Ini
mudah dipahami karena renrlahnya tingkat keunnrngan
PKL dan ffra pengelolaan uang[yapun sangat
sederhana. Sehing€a kemungkinan untuk mengadakan
investasi modal maupun ekspansi usaha sangat kecil.
Olch karena itu pc:ranan koperasi akan sangat
membantu para PKL.

Motivasi dan Kepuasan serta Pengukurannya

Motivasi dan Pengukutannya

Menurut Hasibuan (2003) motivasi berarti suatu
pefimgsang, keinginan" dan daya penggerak
kemauan bekerja seseofimg. Dengan kata lain,
motivasi merupakan pemberian daya penggerak
yang menciptakan kegairahan kerja seseoftmg agar
mereka mau bekerja atau bekedasama dengan
efektifdan terintegrasi dengan segala daya upayanya
untuk mencapai kepuasan. Selain inr Robbins (2008)
berpendapat bahwa motivasi adalah kesediaan untuk
mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk
tujuan organisasi, yang dikondisikan oleh
kemampuan upaya untuk memenuhi sesuatu
kebuuhan individual. Sementara itu, Munandar
(2001) mengemukakan pula bahwa motivasi
merupakan suatu proses dimana keburuhan-
kebunrhan akan mendorong seseorang untuk
melakukan serangJ<aian kegiatanyang mengarah ke
tercapainya tujuen tertentu. Bila kebunrhan telah
terpenuhi maka akan dicapai suatu kepuasan.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat
disimpulkan bahwa motivasi berkaitan dengan
kekuatan yang mendorong, mengarahkan, dan
menggerakkan individu untuk bersikap dan
berperilaku guna mencapai nrjuarq baik individu
maupun organisasi. Motivasi merupakan respon dari
aksi, yaitu tujuan. Motivasi muncul karena ada
rangsangan atau dorongan, yaitu tujuan, termasuk
kebutuhan yangmerupakan bagian dari tujuan.

Ada banyak model pengukuran tingkat
motivasi yang telah dikembangkan oleh para ahli.
Salah satu diantaranya yang paling populer adalah
model yang dikembangkan oleh McClelland (dalam
Mangkunegara, 2005) yang menjelaskan bahwa ada
(enam) karakteristik yang digunakan unruk
menentukan onmg yang mempunyai motivasi
berprestasi, yaitu: (l) memiliki tingkat tanggung
jawab pribadi yang tinggi, (2) berani mengambil dan
memikul resiko, (3) memiliki tujuan realistik, (4)
memiliki reDcana kerja yang menyeluruh dan
berjuang untuk merealisasikan tujuan, (5)
memanfaatkan umpan balik yang konkrit dalam
semua kegiatan yang dilakukaq dan (6) mencari
kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah
diprogramkan.

Sementara Edward Murray (Mangkunegara,
2005) menjelaskan bahwa karakteristik orang yang
mempunyai motivasi berprestasi tinggi adalah
sebagai berikut: (l) melakukan sesuatu dengan
sebaik-baiknya, (2) melakukan sesuatu dengan
tujuan mencapai kesuksesan, (3) menyelesaikan
tugas-tugas yang memerlukan usaha dan
keterampilan, (4) berkeinginan menjadi orang
terkenal dan menguasai bidang tertentu, (5)
melakukan hal yang sukar dengan hasil yang
memuaskan, (6) mengerjakan sesuatu yang sangat
berarti, dan (7) melakukan sesuiltu yang lebih baik
dari orang lain.

I U.+
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Motivasi para PI(L yang akan diukur dalam
penelitian ini dapat digolongkan kepada motivasi
berprestasi dalam artian bahwa motivasi PKL untuk
berdagang adalah bagian dari upaya unnrk mencapai
prestasi atau keberhasilan dalam menjalani
kehidupan dan kebutuhan hidup melalui usaha
dagang. Dengan demikian karakteristik atau model
pengukuran motivasi berprestasi yang
dikembangkan oleh McClelland ataupun Edward
Murray dapat digunakan sebagai indikaror untuk
mengukur tingkat motivasi para PKL. Dalam
penelitian ini indikator yang digunakan unnrk
mengukur tingkat motivasi para PKL adalah idikator
seperti yang dikemukakan oleh Edward Murray.

Kepuasan dan Pengukuronnya

Dalam Oxford Advanced Learner's Dictionary Q007)
dijelaskan bahwa keprrasan adalah "the good feeling
thal you have when you achieved something or when
somelhing that you wanted to happen does happen,
the act qf .fulfiiling a need or desire; an acceptable
wry of dealingwilh a complaint, debt, an injury, etc".
Sedangkan Day (dalam fjiptono, 2001) menyaukan
bahwa kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah
respon pelanggan terhad^p evaluasi ketidaksesuaian
(disconfirmation) ymg dirasakan antara harapan
ssfuslnmnyo dan kinerja aktual produk yang dirasakan
setelah pemakaiannya. Dengan kata lain, kepuasan
merupakan flrngsi dari persepsi atau kesan atas
kinerja atau basil dan harapan.

Menurut pendapat lain, kepuasan adalah
perasairn sen2ng atau kecewa seseorang yang
mutrcul setelah membandingkan antara kinerja
produk dengan hasil yang diinginkan (Kotler,
2005). Jika kinerja memenuhi harapan, maka
seseorang atau orang lain akan puas. Jika kinerja
melebihi harapan, maka seseorang atau orang lain
akan merasa amat puas. Sedangkan Jacobalis
(dalam Suryo Supraptono, 1998) menyatakan
bahwa kepuasan adalah rasa lega atau senang karena
harapan tentang sesuatu terpenuN. Berdasarkan dua
pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kepuasan
merupakan tingkat perasaan seseorang setelah
membandingkan kineda yang dilakukan atau hasil
yang dirasakan dengan harapan. Dengan kata lain
dapat diartikan bahwa kepuasan adalah suahl
keadaan dimana keinginan, harapan dan keperluan
seseorang terpenuhi. Suatu pelayanan atau program
dinilai memuaskan bila ia dapat memenuhi
kebutuhan den harapan pelanggannya atau seseorang
yang dibannrnya.

Sebagaimana halnya pengukuran motivasi,
model pengukuran tingkat kepuasan juga banyak
dikemukakan oleh para ahli, diantaranya pendapat
yang dikemukakan oleh Garbarino dan Johnsorl
Anderson dan Narus, serta Garvin (dalam 'ljiptono,
2001), yang mengemukakan bahwa untuk
pengukuran kepuasan pelanggan digunakan tiga
indikalor yang meliputi: rasa senang, share positive
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information, dan tidak komplain. Meskipun
pengukuran kepuasan yang dikemukakan oleh para
ahli tersebut lebih tepat untuk mengukur kepuasan
terhadap pelayanan, akan tetapi indikator ini bisa
pula digunakan untuk mengukur kepuasan seseoriurg
terhadap produk, hasil, program tertentu.

3. METODE PENMLITIAN

Penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan
kuantitatif dan kualitatif dan menggunakan metode

field research (penelitian lapangan). Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh Pedagang Kaki Lima
(PKL) yang terdapat atau berada di daerah Kota
Payakumbuh Provinsi gr rmnlglx Barat. Bcrdasarkan
populasi penelitian dan sesuai pula dengan
permasalahan dan tujuan penelitian ini, maka
penentuan sampel dalam kajian ini, terutama untuk
pengumpulan data kuantitatiq dilalalkan dengan
teknik proporsionol straliJ'ied random sampling
untuk menentukan para PKL yang berasal dari
berbagai latar belakang umur ienis kelamin, stanrs
perkawinan, lama berusah4 jenis usaha, dan
karakteristik demografi lainnya secara proporsional

Data kuantitatif diperoleh dari sampel
responden yang telah ditetapkan melalui angket
(questionnaire) dengan menetapkan lima alternatif
jawaban tertutup dengan menggunakan skala Likert,
mulai dari nilai I sampai 5 untuk pernyat2an negatif
dan nilai 5 sampai I unmk pernyataan positif.
Sementara data kualitatif dalam penelitian ini
diperoleh dari pafir informan, terutama para
pimpinan yang ada pada instansi yang bersangkutan
yang ditentnkat secan purposive dan snowbal l.

Pengolahan dan analisis data kuantilatif
dalam penelitian ini dilakukan melalui proses
pengolahan den analisis data kuantitatif sederhana
dengan menggunakan analisis statistik deslciptif
dalam bentuk frekuensi dan persentase. Hasil
enalisis ini dilanjutkan dengan pemberian
interpretasi data statistik dan setemsnya dilakukatr
penyimpulan hasil analisis. Analisis data kualitatif
dilalrukan dengan menggunakan telcr,ik interactive
model of analysis melalui tahap reduksi dat4 display
data, tafsimn data, dan pengambilan kesimpulan.

Untuk menentukan tingkat kategori jawaban
responden yang berhubungan dengan tingkat
motivasi dan tingkat kepuasan maka dalam
penelitian ini digunakan ukuran tingkat capaian rata-
rata (TCR) jawaban responden. Ketentuan TCR
jawaban responden dalam penelitian ini ditetapkan
sebagai berikut:

0oA - 25oA = sangat rendzrh
26Yo- 50Yo:rendath
5l% - 75Yo = cukup tinggi
76%- l00yo= tinCgt
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4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHAS,A,N

Implementasi dan Keberhasilan Program
Bantuan Perkuatan Modal bagi Pedagang Kaki
Lima (PKL) di Kota Payakumbuh

Berdesarkan beberapa Surat Keputusan Gubernur
hovinsi Sumatera Barat pada tahun 2008, 2010,
2011, dan 2013, serta kebijakan Dinas Koperasi
Perindusfian dan Perdagangan (Koperindag)
Provinsi Sumatera Barat pada tahun-tahun yang
sama maka setiap Pedagang Kaki Lima (PKL)
diberikan bantuan modal sebesar Rp. 300.000
(2008), Rp. 500.000 (2010), Rp. 1.000.000 (2011)
dan Rp. 2.000.000 (2013) per orang. Program
bantuan modal bagi PKL ini dimaksudkan sebagai
cara atau alat untuk memotivasi para PKL agar lebih
termotivasi dalam menjalankan profesinya sebagai
PKL. Namun dalam pra}le}rirya, pinjaman yang
diperoleh PKL cukup beragam, sebagaimana yang
terdata dari data lapangan. Artinya pihak koperasi
pelaksana (penyalur) bantuan pergerakan modal
PKL membuat kebijakan khusus pula dalam
penyaluran bantuan tersebut sesuai dengan ahrran
peminjaman yang berlaku pada koperasi yang
bersangkutan. Berdasarkan informasi dari beberapa
informan pihak koperasi pelaksana dan responden
PKL, jumlah pinjaman yang diberikan antara lain
tergantung evaluasi pihak koperasi (seperti
kemampuan anggota dalam pengembalian angsuran)
dan juga "kedekatan" dan 'lendekatan" anggota
dengan p€ngurus koperasi.

Sebagaimana yang telah dijelaskan
sebelumnya, tujuan program Registrasi dan Banoan

Perkuatirn Modal PKL yang dilaksanakan pada

beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Sumalera
Barat, termasuk di Kota Payakumbuhh, adalah: l)
Memberdayakan PKL melalui Koperasi sehingga

IKL yaog dibina memiliki kepastian berusaha; 2)
Meningkatnya peran Koperasi dalam pengembangan

serta pengelolaen sarana usaha PKL; 3) Memberikan
contoh/model bagi Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/I(ota dalam pengembangan sarana usaha
PKL melalui Koperasi; dan 4) Mengevaluasi tingkat
perkembangan usaha (kemajuan usaha dapat
diukur). Sedangkan sasaran yang ingrn dicapai
dalam pelaksanaan program ini adalah: l)
Tertatanya PKI- melalui vv6rlah Koperasi; 2)
Terwujudnya peningkatan peran Koperasi dalam
memberikan pelayanan kepada para anggotanya; 3)
1'erfasilitasinya anggota Koperasi dalam Sarana
Usaha yang berkualitas; 4) Tergabungnya PKL
melalui usaha formal Koperasi; dan 5) Tersedianya
data base PKL telah diregistrasi se Sumatera Barat.
Dalarn implementasinya keberhasilan atau
ketercapaian tujuan dan sasarzm program tersebut
antara lain dapat dilihat melalui beberapa indikasi
atau tolok ukur berikut ini.

1) Pergerakan Modal PKL

Salah satu bentuk tolok ukur yang digunakan dalam
melihat keberhasilan program banttran p€rkuatan

modal PKL adalah dengan cara melihal pergerakan
(perkembangan) modal PKL ymg menerima bantuan
tersebut setelah mereka menerima banhnn Unn*
melihat pergerakan (perkembangan) modal PKL
setelah menerima banruan dapat dilihat pada Tabel
I berikut ini.

Tabel 1. Deskripsi Pergerakan Modal Pedagang Kaki Lima yang Mendapat Bantuan Perkuatan Modal
di Kota Payakumbuh (dalam rupiah)

Jumlah Modal (Rp.) Modal Awal
Menjadi PKL

Modal Sebelum
Mendapat Bantuan

Modal Setelah
Mendapat Bantuan

f o/ f /o j o,/o

Tidak Ada Jawaban
Kurang dari 500.000
500.000 - 1.000.000
1.000.001 - s.000.000
Lebih dari 5.000.000

6

2
24
l8
140

3.2

l.l
12.6
9.5

'13.7

8

2

24

36

120

4.2
l.l
12.6
t 8.9

63.2

2

26
152

5.3

l.l
13.7

80.0

0

Total r90 r00.0 190 100.0 190 100.0

Sumber: flasil Pengolahan Dala Primer dengan.\7SS versi /6.0

Dari Tabel I di atas diperoleh girmbaran bahwa
ternyata modal yang dimiliki oleh PKL penerima
bantuan perkuatan modal PI(L di Kota Payakumbuh
cukup beragam, baik jumlah modal awal yang
mereka miliki pada saat pertama kali menjadi pKL,
jumlah modal pada saat sebelum mendapatkan

luo

bantuan modal, ataupun setelah mereka
mendapatkan bantuan modal dari Dinas Koperindag
Provinsi Sumatera Barat. Pada kolom modal awal
terlihat bahwa kebanyakan dari para PKL (sekitar
73,7yo) mengaku memiliki modal lebih dari Rp. 5
juta. Sedikit sekali di antara mereka (13,7%) yang

I
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memiliki modal di bawah Rp. I juta. Hal ini antara
lain berarti bahwa sebagian besar PKL yarlg
mendapat bantuan perkuatan modal di Kota
Payakumbuh termasuk PKL yang cukup mapan dari
segi modal.

Begitu juga kondisi modal PKL sebelum
mendapatkan bannran, ada beberapa di antara PKL
yang mengalemi penurunan modal dibandingkan
modal awal, terutama yang memiliki modal di atas

Rp. 5 juta. Ini antara lain berarti bahwa sebagian
PKL memang memerlukan tambahan (perkuatan)

modal dalam berdagang. Selanjutnya setelah

mendapatkan bantuan modal dari Koperindag

terlihat bahwa pergerakan modal cukup positil
temtama PI(L yang memiliki modal di atas Rp 5 juta
yang meningkat 16,80A dibandingkan sebelum
mereka mendapat bantuan perkuatan modal.

,2) Persentase Pertambahan Modal PKL

Selain itu pergerakan modal PKL penerima bantuan
modal koperasi inijuga dapat dilihat dari persentase

pertambahan modal mereka setelah menerima
bantuan dari Koperindag sebagaimana tergambar'
dalam Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Deskripsi Persentase Pertambahan Modal PKL yang Mendapat Bantuan Perkuatan Modal di
Kota Payakumbuh setelah Menerima Bantuan

f o//o
Valid

Percent
Cumulative
PercentPersentase Petambahan Modal

Tidak ada Jawaban

0-r0%
tl -200
2r - s0%
Lebih dari 50 %

24

66

t6
82

2

t2.6
34.7

8.4

43.2

l.l

72.6

34.7

8.4

43.2

l.l

12.6

47.4

55.8

98.9

100.0

Total 190 100.0 100.0

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS versi I6.0

Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat dipahami bahwa
ternyata pergerakan persentase modal para pedagang
kaki lima di lokasi penelitian ini cenderung tinggi
sctcloh mcndapatkun bontuan modal. IIal ini antara
lain tergambar dari cukup besarnya persentase PKL
yang mengalami kenaikan persentase modal di atas

20Yo, yaioa sekitar 44,3oh. Secara umum dapat
dikatakan bahwa pergerakan modal PI(L yang
mendapat bantuan perkuatan modal di Kota
Payakumbuh terkategori atfup baik, meskipun
masih tidak bisa dikatakan sangat baik

Sebagaimana terlihat pada Tabel 2 di atas,

pergerakan modal PKL yang berkisar di atas 20%o

cukup besar, atau setidak-tidalmya lebih besar dari
pada frekuensi pergerakan modal lainnya, yaitu
34,7oh bagi mereka yang mengalami kenaikan atau

pertambahan modal 0 - l0 o dan sekitar 8,4Yobag;
mereka yang mengalami kenaikan I I - 20yo.

Sementara iru pergerakan modal menumn tidak bisa
dideteksi karena ada 24 responden (12,6T) yang
tidak memberikan jawabannya sehingga tidak bisa
disimpulkan apakah yang bersangkutan mengalami
penurunan modal ataukah sebaliknya (meningkat).

Dampak Bantuan Perkuatan Modal bagi
Pcdagang Kaki Lima GIA,) terhadap Tingkat
Motivasi dan Tingkat Kepuasan PKL

Dalam penelitian ini juga diupayahan unnrk melihat
dampak pemberian pinjaman (bantuan) modal PI(L
terhadap tingkat motivasi PKL setelah mendapatkan
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bantuan perkuatan modal dan tingkat kepuasan
mereka terhadap bantuan perkuatan modal yang
diberikan. Tingkat motivasi PKL dalam hal ini
dilihat dari bebcrapa indikator scperti yary telah
dftemukakan sebelumnya, yaitu indikator seperti
yarg dikemukakan oleh Edward Murray
(Mangkunegar4 2005). $sdengkan tingkat kepuasan
PKL dalam hal ini antara lain dilihat dari beberapa
indikator seperti yang dikemukakan oleh Garbarino
dan Johnson, Anderson dan Narus, serta Garvin
(dalam Tjiptono, 2001). Dalam penelitian ini
indikator tersebut telah dijabarkan ke dalam

beberapa indikator seperti: kepuasan PKL terhadap
layanan yang diberikan oleh pihak koperasi
pengelola, kesesuaian bantuan dengan harapan
mereka terhadap bantuan tersebut, kesesuaiar proses

pemberian bantuan dengan harapan mereka, dan

lain-lain.

l) Dampak Bantuan Perkuatan Modal terhadap
Tingkat Motivasi PKL

Untuk melihat dampak banruan perkuatan modal
terhadap tingkat motivasi para PKL dalam
menjalankan usaha mereka setelah menerima

bantuan tersebul, antara lain dapat dilihat dalam

berbagai segi dan indikator seperti telah diuraikan
sebelumnya. Dampak tersebut dalzun penelitian ini
dilihat dari persentase jawaban dan tingkat capaian
rata-rata responden, seperti terindikasi dalam Tabel
3 berikut.
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Tabet 3. Deskripsi Rata-rata Skor.Iawaban, TCR, Kategori Jawaban Responden Menurut Indikator
Tingkat Motivasi Setelah Mendapatkatr Batrtuan Perkuatan Modal di Kota Payakumbuh

No Indikator , Rata-rata
Skor jawaban TCR Kategori

I melalorkan sesuatu dengan sebaik-bailoya

2 melalrukan sesuam dengan tujuan mencapai
kesuksesan

3 menyelesaikan tugas-tugas yang memerlukan
usaha dan keterampilan

4 berkeinginan menjadi oranB terkenal dan

menguasai bidang tertentu
5 melalnrkan hal yang sukar dengan hasil yarg

memuaskan
6 mengerjakan sesuatu yang sangat berarti

7 melalo*ar sesuatu yang lebih baik dari orang
lain

3.63

3.14

2.04

2.92

3.04

3.12

3.05

90.79

7E.42

51.05

72.89

'76_05

77.89

76.32

Tinggi

Tinggi

Cukup tinggi

Cukup tinggi

'tinggi

Tinggi

Tinggi

Keseluruhan Indikator Tingkat Motivasi 2.99 74.77 Cukup tinggi

Berdasarkan Tabel 3 di atas terlihat bahwa rata-rata
tingkat motivasi para PKL setelah menerima bannran
perkuatan modal PI(L secara keseluruhan adalah
trkategori ankup tinggi. Namun dalam aspek-aspek

tertentu tingkat motivasi para PKL cendenmg r,aggi
seperti dalam indikator 1,2, 5, 6, dqn 7 .

2) Dampak Bantuan Perkuatan Modal terhadap
Tingkat Kepuasan PKL

Unt"rk melihat dampak banruan perkuatan modal
terhadap tingkat kepuasan para PKL terhadap

program banruan perkuatzun modal PKI yang

diluncurkan oleh Dinas Koperindag Itovinsi
Sumatera Barat antara lain dapat dilihat dalam
berbagai segi dan indikator seperti telah diuraikan
pula bagian sebelumnya. Dampak pemberian

banman perkuatan modal terhadap tingkat kepuinan
PKL tersebut dalam penelitian ini juga dilihat dari
persentase jawaban dan tingkat capaian rata-rata
(TCR) responden seperti terindikasi dalam Tabel 4

berikut.

Tabel 4. Deskripsi Rata-rata Skor Jawaban, TCR, Kategori Jawaban Responden Menurut Indikator
Tingkat Kepuasan Setelah Mendapatkan Bantuan Perkuatan IVIodal di Kota Payakumbuh

No Indikator Rata-rata
Skor jawaban TCR Kategori

l.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.
10

ll
t2

Kesesuaian jumlah bantuan dengan harapan
Kesesuaian proses pemberian banruan dengan harapan
Kemudahan pemenuhan persyaratan peminjaman banruan
Kemudahan proses pendaftaran unnrk mendapat bannran
Kepuasan terhadap proses pengembalian pinjaman
Kepuasan (respons) terhadap tingkat bunga pinjaman
Kepuasan terhadap kesempatan (intensitas) peminjarnan
Kepuasan terhadap jangka waktu peminjaman
Kepuasan terhadap beban biaya tambahan peminjaman
Kepuasan terhadap sikap adil pihak peminjam dalam
pemberian bantuan
Sharing informasi hal-hal positif dalam pemberian bantuan
Keluhan (complain) terhadap program pemberian bantuan

2.9s
3.15
3.06
3.13
3.03
2.01
3.05
3.02
r _98

2.05

3.05
3.09

't3.68

78.68
76.58
78.1 6
75.79
50.26
76.32
75.53
49.47
51.32

76.32
17.37

Cukup tinggi
Tinggi
TinCCr
Tinggi
Tinggi
Cukup tinggi
Tinggi
Tinggi
Rendah
Cukup tinggi

f inggi
f inggi

Keseluruhan Indikator Tingkat Kepuasan 2.80 69.96 Cukup tinggi

lu6
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Berdasarkzur tabel 4 di atas terlihat bahwa rala-rata
tingkat kepuasan PKL terhadap program barruan
perkuatan modal PKL secara keseluruhan juga
terkategori cukup tinggi. Namun dalam aspek-aspek
tertentu tingkat kepuasan para PKL cenderung tinggi,
seperti dalam indikator 2,3, 4,5, 7, 8,11, dan 12.
Namun sebalikny4 dalam aspek kepuasan terhadap
beban biaya tambahan dalam peminjaman terlihat
tingkat kepuasan PKI terkategori rendah.

Hal ini merrunjukkan bahwa tingkat kepuasan
PKL terhadap bantuan perkuatan modal PKL ini
dalam kedelapan aspek (indikator 2,3,4,5, 7, 8,1 l,
dan 12) adalah tinggi. Hal ini senada dengan
informasi yang diperoleh dari beberapa pengurus
koperasi yang mengindikasikan bahwa pihak
koperasi pengelola tidak pernah mempcrsulit para
PKL denean persyaratan yang memberatkan dalam
memperoleh pinjaman. Bzrlrkan kadangkala pihak
koperasi terpaksa harus 'Jemput bola" dengan cara
mendatangi (mencari) para PKL yang inBin
mendapatkan pinjaman (bantuan), rs63f ledangkala
ada PKL yang "merasa takut" unhrk meminjam
karena membayangkan kesulitan memenuhi
persyaratan atau bunga yang thggi, seperti yang
biasa mereka alami sebelumnya dari pihak lain
(tengkulak) melalui'Julo-julo tembak". Kadang-
kadang mereka "muma" dengan peminjaman
kepada para tengkulak yang mereka alami
sebelurnny4 sehingga hal ini perlu dijelaskan
kepada PKL. (Sumber: Wawancara dengan beberapa
pengurus Koperasi Pengelola). Namun sebaliknya,
dalam aspek beban biaya tambahan dalam
peminjaman kecenderungan PKL ruemang rendah
tingkat kepuasannya. Artinya, ada kemungkinan
PKL masih dibebani dengaa biaya tambahar yang
menurut mereka hal itu cukup memberalkan.
Namun, berdasarkan konfirmasi dari pihak pengurus
koperasi biaya tambahan hanya sebatas biaya
fotokopi surat-surat atau forrnult kelengkapan
peminjaman dan biaya pembeli marerai. Meskipun
ada juga beberapa PKr.. yang mengaku bahwa biaya
tambahan juga termasuk "komisi" atau potongan
dari pihak pengelola (sekitar l5 sampai 20%).

Berdasarkan Tabel 3 sebelumnya terlihat
bahwa rata-rata tingkat motivasi para PI(L setelah
menerima bantuan perkuatan modal PKI. secara
keseluruhan adalah terkategoi ankup lmggi. Namun
dalam aspek-aspek tertentu tingkat motivasi para
PKL cenderung tinggi, seperti dalam indikator 1,2,5,
6, d:n 7. 'Iingginya tingkat motivasi I)KL dalam
kelima aspek ini dapat dijelaskan dengan alasan-
alasan berikut.

Persaingan bisnis di era globalisasi saar ini
semakin terasa dan mengkhawatirkan, terutama di
kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah
(IIMKM), termasuklah usaha Pedagang Kaki Lima
(PKL). Pertanrngan yang tak seimbang seringkali
terjadi antara kalangan UMKM ini dengan pemodal
besar (Dinas Koperasi dan PKM Sumatera Biuat,
2009). Dalam pertarungan yang tidak seimbang ini
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sudah barang tentu dihmtut sematrgat juang yang
tinggi dari para petarung, dalam hal ini termasuk
PKL. Sebab kalau tidak demikian pemasaran produk
usaha rakyat yang sebagian besar diperankan oleh
PKL pasti akan menjadi semakin terpinggirkan dan
kes6mpatan bensaha para pedagang-kecil dan
menengalr, terutama PKL, akan semakin terbatas.

Diah Ayu Ardiyanti (2006) yang meneliri
kasus pedagang kaki lima di sekitar GOR Manahan
Surakarta tahun 2005-2006 menemukan bahwa salah
satu faktor eksternal yang mempengaruhi PKL
dalam menjalankan usahanya adalah faktor
persaingan yang dapat memberikan riotivasi bagi
PKL untuk mencapai keberhasilan. Ini artinya
bahwa persaingan sehat memang menjadi
karAkteristik yang mesti ada dan muncul dalam
kehidupan PKL, dan persaingan dalam mencapai
sesuatu memang menunfut dan mempersyaratkan
adanya motivasi bagi para pesaing, termasuk PKL,
dalam mencapai keberhasilan. Selanjutnya, upaya
pencapaian keberhasilan pasti akan memerlukan
usaha keras dan keterampilan yang memrnjang
pencapaian keberhasilan. Selain iht karena usaha
PKL pada rm rmnyo merupakan usaha mandiri,
dalam arti modal usaha adalah milik sendiri dan
usahanya juga dijalankan sendiri, maka adalah
sangat mungkin seonmg PKL hanya bercita-cita dan
berfokus kepada pengembangan birlang yang
menjadi usahanya serta ingin sukses rlan terkenal
62126 firlang usahanya itu.

Selain iq karena sebagian besar pedagang
kaki lima yang meqiadi sasarum penelitian ini dan
sekaligus adalah sasaran program perkuatan modal
PI(L terdiri dari orang-orang Minang yang sangat
terkenal dengan pedagang ulet dan tanggub maka
tentu saja bisa diasumsikan bahwa pemberian
bannran perkuatan modal PKL ini sedikit banyaloya
akan memberikan motivasi bagi mereka untuk lebih
giat berusahe, walaupun dengan disertai oleh sikap
plus-minus mereka terhadap bantuan psdql lsrsglul,
seperti kekurangpuasan dalam beberapa aspek
pemberian modal itu.

Seperti lglah umnm diketahui, sifat atau
karakteristik orang Minang dalam berdagarg, antara
lain adalah ulet, gigih, dan inovatif (Arbie, 1984);
atau seperti yang digambarkan oleh Hefrrer (1999),
etika ekonomi orang Minang lebih bersifat
kompetitif; memiliki orientasi pada kemajuan yang
lebih terarah pada keberhasilan ekonomi dan
mobilitas yang lebih tinggi; dan menemparkan
dirinya secara berbeda ke tahap yang lebih tinggi
dalam usaha dagang kecil dan kegiatan
kewirausahaan lainnya. Sifat-sifat dan karakter ini
sepertinya dapat disejalankan atau disinergikan
dengan program dan sekaligus konsistensi dan
keseriusan dzri pemerintah dalam hal pemberian
bantuan perkuatan modal ini.

Disamping itu tentu saja dengan beberapa
pertimbatrgan yang memungkinkan agar pemberian
bantuan tersebut benar-benar dapat meningkatkan

l
tl
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rj



Proceeding Simposium Nasional ASIAN V, 7 - 9 Agusrus 2015
Jurusan IAN FIS IINP Padang dan IPDN Kanrpus Ba-so _,\gan Sumatera Baral

motivasi pam PI(L dalam menjalanktrn lrsahanya.
Dengan kata lafu, sekurang-kuranglya dengan
atlanya Fogram bantuan perkuatan modal PKL yang
diterapkan oleh pemerintah melalui Dinas Koperasi
Peridustian dan Perdagangan (Diskoperindag), atau
yang sekarang bernama Dinas Koperasi dan
UMKM, maka secercah harapan masih rlimiliki oleh
para PKL untuk mengembangkan, setidak-tidalimya
mempertahankan, usahanya dalam rangka
menyambung hidupnya dan keluarganya. Itu artinya
bahwa motivasi untuk berusaha dan melanju&an
usaha masih tetap ada dalam diri para PKL dan
barangkali saja meningkat dari yang biasanya.

Disamping itu, sejalan dengan tujuan unruk
meningkatkan motivasi PKL melalui program
pemberiaan bantuan perkuatan modal ini, seperti
yang tercantum dalam ketentuan atau aturan
pelaksanaan program ini @inas Kopcrasi dan PKM
Sumatera Barat, 2009), maka sudah sewajamya
pemerintah melalui Dinas 11orr;rrdag dan pihak
koperasi juga memikirkan usaha-usaha lain yang
memungkinkan semakin berkembangrrya dan
berhasilnya usaha para PKL di kota ini. Artinya,
prognm pembinaan PKL sebailinya tidak hanya
dalam bentuk pelaksanaan program pemberian
bantuan perkuatan modal PKL saja, apalagi dengan
jumlah banruan yang terbatas dari segi besaran
bantuan dan jumlah PKL yang menerima bantuan,
akan tetapi juga harus dipikirkan upaya lain yang
memungkinkan semakin meningkatnya motivasi
PKL, seperti pemberian pelatihan manajemen usaha
yang lebih tersEuktur, perlindungan usaha yang
lebih efektif dan mengayomi, melaksanakan
iupervisi atau pengawasan secara berkala dan
tcratur, dan usaha-usaha lainnya yang rlepat membat
PKL lebih berhasil (Rangkuman hasil wawancara
dengan beberapa informan).

Selanjutny4 merujuk kepada Tabel 4
sebelumnya terlihat bahwa rata-rata tingkat kepuasan
PKL terhadap prognm bantuan perkuatan modal PKL
secara keselnruhan juga terkategoi otfup tinggi.
Namu dalam aspek-aspek tertentu tingkat kepuasan
para PI(L cenderung tinggi, seperti dalam indikator 2,
3, 4, 5, 7, 8,11, dan 12. Namun sebalihy4 dalam
aspek kepuasan terhadap beban biaya tambahan
dalam peminjaman terlihat tingkat kepuasan PKL
terkategori rendah. Tingginya tingkat kepuasan PKL
dalam aspek-aspek seperti yzmg disebutkan di atas
dapat dijelaskan dengan alasan-alasan berikut.

Menurut Kepmen PAN No. 25 tahun
2004, ada beberapa dimensi yang perlu
diperimbangkan dalam menciptakan kepuasan
masyarakat dalam kaitannya dengan kincrja pegawai
pelayanan publik. Ada 14 indikator yang dapat
digunakan dalam pengukuran dan sekaligus
menciptakan kepuasan masyarakat dalam
pelayanan oleh pegawai atau petuBas pelayanan
kepada masyarakat, antara lain yaitu: kemudahan
prosedur pelqtanan, yaitu kemudahan tahapan
pelayanan yatrg diberikan kepada masyarakat

ltu

dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan,
terrnasuk dalanr hal pemenuhan persyaratan tel<r.is
dan administratif yang dibumhkan unruk
mendapatkan p€layanan sesuai dengan jenis
pefayanannya dan kewajman biaya pelayanan,
yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap
besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan.

Prinsip pelayanan seperti yang dituangkan
dalam SK Menpan No. 25 tahun 2004 tersebut
kelihatannya dipenuhi oleh setiap petugas
pengelolan pemberian bantuatr perkuatan modal
PKL yang disalurkan melalui pengurus koperasi
masing-masing PKL. Begitu juga tingkat bunga
yang diteiapkan dalam peminjaman bantuan
perkuatan modal yang cukup rendah. Sebaliknya,
rendahnya tingkat kepuasan PKL dalam aspek beban
biaya tambahan dalam peminjaman mungkin saja
disebabkan oleh adanya "oknum-o}num nakal" yang
bermain pada koperasi penyelenggara, padahal
dalam ketentuan yang sehanrsnya beban biaya
tambahan tidak perlu ada kecuali unnrk keperluan
fotokopi formulir peminjem2q pembelian materai,
dan persyaratan administratif lainnya yang tidak
memerlukan biaya banyak. @anghman hasil
wawancara dengan pihak pengrrms Koperasi).

5. PENUTT'P

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan seperti yang telah
dikemukakan sebehunnya antara lain dapat
disimpulkan bahwa:

l. Pada dasarnya profesi PedaBang Kaki Lima
@KL) merupakan salah satu benhrk usaha yang
memiliki jiwa kewirausaharn yang tinggi dan
mirmpu bersaing di tengah persaingan
perekonomian global, meskipun harus
berhadapan dengan situasi lrisis ekonomi dan
moneter. Bertahannya PKL, termasuk di Kota
Payakumbuh, bukan semata-mata dilakukan
unhrk menentang kebijakan atau protes terhadap
pemerintah nemun lebih disebabkan karena
faktor pilihan rasional yang harus diambil
sehingga mereka bisa tetap bertahan hidup.

2. Dalan kasus Kota Payakumbuh, pergerakan
(pcrtambahan) modal PKL dari sebelurnnya,
setelah mendapatkan pinjaman lunak dari
Koperindag Provinsi Sumbar melalui koperasi
mereka pada masing-masing kota/kabupaten
sangat beragam; ada pergerakan modzrl yang
telah meningkal mencapai di atas 20%; ada pula
yang meningkat himya sampai di bawah 20%.
Namun disaunping itu ada pula yang meningkat
cukup tajam sampai lebih dari 50olo, meskipun
persentasenya masih sangat kecil, yainr hanya
sekitar 1,lolo.

3. Secara rrmum dapsl dikatakan bahwa pergerakan
modal PKL yang teregistrasi pada tahun 200E -
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2013 di Kota Payakumbuh masih terkaregori
cukup baik. IIal ini antara lain tergambar dari
cukup besarnya persentase PKL yang mengalami
kenaikan persentase modal di atas 2002, yaitu
sekitar M,3yo.

4. Tingkat motivasi PKL dalam menjalani usaha
sebagai PKL setelah menerima bantuan
perkuatan modal PKL dari Dinas Koperindag
Provinsi S,matera Barat dan tingkat kepuasan
tcrharlap bantuan modal yang diberikan hanya
terindikasi ctkup tinggi secxa keselunrhan,
namun dalam aspek-aspek tertentu terindikasi
rmggi, bahkan dalam aspek tertentu masih ada
yang terkategoi rendah- Ini mengindikasikan
bahwa pemberian bannran pcrkuatan modal
masih perlu ditingkatkan dalam berbagai aspek
terkait dengan tingkat motivasi dan tingkat
kepuasan PKL yang masih rendah a1el.
pemberian bantrran perkuatan modal benar-bcnar
mencapai s:lsaran sccara efektif,

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat
direkomendasikan/disarankan bahwa:

l. Unnrk meningkatkan 5srnangat dan motivasi serta
kepuass para PKL dalam mengembangkzrn
usahanya maka diperlukan peningkatan jumlah
pinjaman lunak sesuai dengan harapan dan jenis
usaha yang mereka jalani. Mengenai besamya
jumlah pinjaman yang diberikan kepada pKL,
agar mereka lebih cepat berkembang maka secara
bertahap perlu diberikan pinjanran yang lebih
besar sesuai dengan jenis dan besar usaha yang
mereka jalankan. Disamping itu juga diperlukan
pembinaan secara berkela4jutar\ baik mengenai
manajgps, p5ahe, semangat usahawaq maupun
mengenai tainingdalam benruk Hinik usaha

2. Karena PKL bukan merupakan sektor yang
membebani pemerintah maka PKL seharusnya
tidak dimsginalkan oleh peratrnan-peraturan
yang berlaku di setiap daerah (kota)_ pKL adalah
salah satu bentuk kewirausahaan yang mandiri
5shingga diperlukan ruang unnrk para pKL agar
bisa melangsmgkan kehidupannya. Ruang yzrng
diberikan hendaknya mampu menunjang
kegiatan yang dilakukan bukan malah sebaliknya
yang menjauhkan PKL dari aser hidupnya yairu
para pembeli.

3. Untuk meningkatkan modal yang mencapai 20yo
semakin banyak maka diperlukan:

a. Pengawasan dan supervisi secara periodik
dalam bentuk monitoring dan menampung
keluhan dan kendala-kendala yang mcreka
hadapi di lapangan;

b. Pembinaan secara berkelanjutan, baik
mengenai manajemen usaha, semangat
usahawan, maupun pengelolaan keuangan

lll

yang belum cfisien
pengembangal usaha;

serta suategi

4. Mengingat hasil anirlisis dalam penelitian ini
dilalarkan terhadap data yang sangat terbatas,

, maka yang dapat dilakukan adalah memberikan
informasi mengenai deslaiptif analirih sehingga
belum dapat dijadikan sebagai bahan
pengambilan keputusan yang bersifat final. Oleh
karena ihr, studi yang lebih mendalam dan
komprehensif masih perlu dilakukan untuk
mempertajam hasil analisis. Selain itu
Mengingat keterbatasan data, studi ini
hendalnya dipandang sebagai sebuah langkah
awal dalam menyikapi kebcradaan pKL yang
semakin hari terasa semakl'r memerlukan
perhatian dan penanganan yang arif dan
bijaksana.
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